
sALINA] 

KOlll8I PEIIIUHAN UIIUII 
KaJ'ABUIA 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA 

NOIIOR: 11 TAHUN 2023 
TEl<rANO 

PEMBElfflJKAN 111( PEMBINA DAN 1111 TEKNl8 JARINGAN DOKUUENTASI 

DAN INPORIIASI HUKUII DI UNOKUNOAN KOM.181 PDllUHAN UM.UM 
KOTABIIIA 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA, 

Mcn'::>hant; 

Mengingat 

: bahwa untuJr: melekwnekan Keputuwl Kmelei Remiliber. 

Umum Republik Indonesia Nomor. 673/11K.Ol­ 
Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina 
du. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan lnixmui 
Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indone ia, perlu dibentuk kembali Tim Pe ibina dan Tim 

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 
Lingk tngan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima; 

I. Undang-Undang Nor or 13 Tahun 2002 tentang 
.Plembentulmn Kola Bima di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4188); 

2. Undan&-Undan& Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Infon asi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indoneia Tahun 2008 N. nor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Ir • ca · Nomor 4843) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran 
N gara Republik Indon ii 1-hurl 2016 11. ,.,.. 251, 
Tud:wben L 1baran Negara Republik Indonesia 
.. r 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Infor I Publilr: (Lembann N gara 

I Tahun 2022 Ne NM 224, N z ,- Republlk , .... 

Republik Indon i Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran N gara Republik Indone is Nomor 4846); 

4. Undang-Undang No or 25 Tahun 2009 tentang 
Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
,._h,m 2009 ., ••• 112, Tembeber Lemberan ,: a ,. 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang No or 7 Tahun 2017 ll!ntmc 
llffldllh-n Umum (I ea-hem N gara Republik 
bdm I Tllbun 2017 l'lol DI' 182, Tl!mbehan 
Lembaran Neg ra Republik Indone via Mi M 6I091 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah P gganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 ll!ntazc Pel"'•beben Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang P 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indo 

6. Peraturan Pemerintah No nor 61 Tahun 2010 tentang 
PI hn,,, n Undang-Undang Ne IM+r 14 Tahun 2008 
18ntmlS Kerul-,ben l1'ia n • Puttilr: (Lembann 
N gara Republik Indone i Tahun 2010 Mi ...... 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indor r 

Jaringan Doku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

7. Peraturan Presiden No or 33 Tahun 2012 tentang 
tasi dan lnia t i Hukum Nasional 

No or 82); 
8. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republilr: Ind Ne a 02 Tahun 2013 tmtanc 
Slw +1 ..... Fm - • Telade DD1a 1N1 ... 8t an 'eknis amen 
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• 

Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indor esia 
Tahun 2013 Nomor 218); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 
2015 tentana Pen,e1o1un dan Pelayanan lnfonnul 
Publlk di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tabun 
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320] 
sebagaimana telah beberape kali diubah, terakhir 
deqan Penturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 
Tahun 2022 IBerita ti gara Republik Indonesia 'hhun 
2022 Nomor 984); 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Ketja 8ekretarlat Jenderal Komlel Jranrillben 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat 1Cornte4 PemBlhan Umum 
Kabupaten/Kota (Serita N gara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Punpl, Suaunan 0e'llleuMe4 din Tata Kaja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
FemWhan Umum Prcwtnll, clan Sekretuiat IComlel 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonenia Tahun 2023 Nomor 99); 

12. Peratwut 1Cornte4 lnl:nnael. Nomor t Tahun 2010 
tentana Standar Layanan lnfonnul Pubtik; 

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 
Dokumetee4 dan Informasi Hukum Komisi Perilihan 
Umum; 
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14. Keputusan Kor isi Pem81ban Uan1m Nomor 
673/TIK.O1-Kpt/O3/KPU/III/2019 tentang 

Dokumentasi dan Inform· Hukum di Lingkungan 
Ke iisi Perilihan Umum Republik Indone I&; 

Me mperhatikan : P ita Acara Rapat Pleno Ke isi P JHben Umum Kota 

Pima K;: + 11.A/PK.Ol·PA/$272/2023 W:ntMa 
Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Inform isi 
Hukum di Lingkungan Ko isi Pemilihan Umum Kota 
Pima; 

Menetapkan 

KBSAflJ 

KEDUA 

KETIOA 

IIEIIUTUSXAN, 

"""sw onus reuuw oMuw «or Bno 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN 'nll: 
IUNJS JARINOAN DOKUlmNTASI DAN INPODNASI 
HUXUI( DI UNOKUNOAN KONJ8I PBll:IUHAN UUU11 
l<Ol'ABDIA. 

: Me bentuk kembali Tim Pmi.bina clan Tim Teknis 
Jaringan Dokur ntasi dan Informasi Hukum di 
lingkungan Komisi Pe uilihan Umum Kota Bima 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
baginn tidak terpis hkan dari Keputusan ini. 
Tim RnnNne dan Tim Teknis Jaring n Dokumentasi dan 
Inform isi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU bertugas sebagaimana tertuang dalam 

Keputueu K IN llffldffbe:n IJmune No or 673/TIK.01­ 
Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim 

Pe ibina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan 

Republik Indone ii 
1. Keputu--■ K eilei pe Hlihan Umum Kota Bima Nomo 

01 /HIC.03. l•Kpt/5272/KPU•Kot/1/2020 
lllembentubn Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 
Dokumenta ii daft lni:nnui Hulaem di Lingkungan 
Kor iisi Per ilihan Umum Kota Bima 
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2. Keputusan Komisi fllndHhan Umum Kota INma 
No nor: 5/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2021 
•••I ng Perubahan Atas Keputusan K Id ...,,.,_,. 
Umum Kata 8'm. No or O1/HK.03.1-Kpt/5272/KPU­ 
ICot/l/2020 bWiWII P bmneken Tim Pembina dan 
Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum di Lingkungan Ko uisi Pe ilihan Umum Kota 
Pl + 

Ditetapkan di Kota Bima 
pada tanggal 10 Januari 2023 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM ,.,,. ....... 
AJMAH 

Salinan uai denge n aslinya 
ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

If n Hukum dan SDM 

jdih.kpu.go.id/ntb/bima-kota



IMll'IRAN 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA BIMA 
NOUOR: 1 TAHUN 2023 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA 
DAN TIii 'l'BKNl8 JARINOAN 

DOKUMENTASI DAN INPORIIASI HUKUII 
DI UNOICUNGAN KOlll8I PEMIUHAN 
UIIUU KOTA BIIIA 

TDI PBNBINA DAN TIii TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 
HUKUM DI LINOKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA 

NO JABA.TAN ICl:DUDUICANDAIAIITIM 
l 3 • A. TIM PEMBINA ,. Ketua KPU Kota Bima Ketua P - 2. Angsota KPU ICotll. Blma. Pembina 

•• Anggota KPU Kota Bina Pembina 
4. Anggota KPU Kota Bima Pembina 

•• Anggota KPU Kota Bima Pembina 
B. TIM TEKNIS 

I. Sek etaris KPU Kota Bima P ggungiawab 
2. Kasubbag Hukum dan SDM n pinan Redaksi/ Pelaksana 

Redeke1 

•• Fungsional Umum Sub Bagian Ad inist rator 
Hukum dan SDM 

- 
tee I 10 Januari 2023 - ' 

... 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTAIIIMA, 

b Bagian Hukum dan SDM 

Salinan uai dengan alinya 
IIIBILRBIARIAT K0MJ8I PD11L1HAN UIIUU 

BDIA 
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